BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Implementasi akuntansi Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Pemerintah Kota Kupang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu
peraturan perundang-undangan. Dimulai dari aktivitas perolehan investasi,
pengakuan investasi, pengukuran investasi, penilaian setelah pengakuan
dengan metode yang diperbolehkan. Namun untuk pengungkapannya, masih
terdapat hal-hal yang belum diungkapkan dalam neraca seperti akun
pinjaman jangka panjang, investasi dalam surat utang negara, dan investasi
dalam proyek pembangunan serta Catatan atas Laporan Keuangan yang
mana informasi tersebut juga berguna bagi pengguna laporan keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan yang dimaksud adalah perubahan harga
pasar baik investasi jangka panjang maupun jangka panjang, penurunan nilai
investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, investasi yang
dinilai dengan wajar dan alasan penerapannya dan perubahan pos
investasi.Sementara itu kebijakan akuntansi untuk mengelola Investasi
Jangka Panjang Non Permanen Kota Kupang telah diungkapkan dengan
baik.
6.2 Saran
1. Bagi Pemerintah Kota Kupang
Sesuai dengan hasil tinjauan implementasi akuntansi Investasi

Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kota Kupang sebagaimana
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dijelaskan di atas, permasalahan yang masih terdapat dalam
pelaksanaan akuntansi investasi tersebut adalah pada bagian
pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian Pemerintah Kota
Kupang disarankan agar lebih menyempurnakan pengungkapan laporan
keuangannya agar dapat informasi keuangan lebih jelas bagi pengguna
laporan keuangan tersebut.
Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa yang menjadi
masalah pada penelitian ini adalah pada unit pengelola yang tidak
mengembalikan sehingga disarankan penelitian selanjutnya dapat

meneliti secara lebih lanjut.
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